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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Indonesia adalah Negara Kesatuan yang berbentuk Republik dan 

Indonesia adalah Negara Hukum sebagaimana tertulis dalam Pasal 1 angka (1) 

dan Pasal 1 angka (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 

Tahun 1945. Hukum adalah hal yang sangat penting dalam mengatur 

pergerakan serta perkembangan hidup manusia di Dunia yang sangat dinamis. 

Hukum menurut Surojo Wignyodipuro adalah himpunan peraturan-peraturan 

hidup yang bersifat memaksa, berisikan suatu perintah, larangan atau izin 

untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu serta dengan maksud untuk mengatur 

tata tertib dalam kehidupan masyarakat. Hukum erat hubungannya antara 

masyarakat dan para penegak hukum untuk mencapai suatu keharmonisan 

hidup dalam masyarakat. Ada berbagai macam hukum yang ada di Indonesia 

salah satunya adalah hukum yang mengatur tentang pertanahan. Dasar hukum 

pertanahan di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 

tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria yang selanjutnya disebut (UU 

Agraria).  

 Tanah adalah berkat dan karunia yang telah diberikan oleh Tuhan 

kepada kita ciptaannya manusia. Masalah tanah sangat erat hubungannya 

dengan manusia sebagai pemenuh kebutuhan hidup manusia. Pasal 33 ayat  (3) 

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia yang berbunyi“Bumi, air, 
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dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh Negara dan 

dipergunakan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”.1  

Tanah adalah elemen penting untuk mencapai kesejahteraan hidup 

masyarakat maka dari itu sesuai dengan Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang 

Dasar Negara Republik Indonesia, diperlukan peran pemerintah dalam 

menjalankan pembangunan guna mencapai kesejahteraan masyarakat. 

Sebagaimana sudah tertulis di atas bahwa untuk mencapai kesejahteraan hidup 

masyarakat dan perkembangan pembangunan di Indonesia, peran pemerintah 

sangatlah penting dalam hal ini. Upaya pemerintah dalam rangka 

pembangunan nasional adalah pembangunan untuk kepentingan umum, seperti 

pembangunan jalan raya, jalan bebas hambatan (jalan tol), pemukiman rakyat, 

pasar tradisional, pembangunan kanal, pembangunan taman kota dan 

sebagainya. Dalam menyelenggarakan pembangunan untuk kepentingan 

umum tersebut, perlu dilakukan proses pengadaan tanah terlebih dahulu.2 

Seiring dikeluarkannya UU No. 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan 

Tanah Bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum yang selanjutnya disebut 

(UU Pengadaan Tanah), dalam kegiatan pengadaan tanah ada beberapa tahapan 

yang harus dilakukan yaitu: 

a) Penetapan lokasi pembangunan 

b) Pembentukan panitia pengadaan tanah 

c) Penyuluhan 

d) Identifikasi 

                                                        
1 Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 
2 Soedharyo Soimin, Status Hak dan Pengadaan Tanah, (Jakarta: Sinar Grafika, 1993), hal. 82. 
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e) Inventarisasi 

f) Pembentukan lembaga/tim penilai tanah 

g) Penilaian harga tanah 

h) Musyawarah 

i) Pemberian ganti rugi 

j) Pelepasan atau penyerahan hak atas tanah. 

Dalam kegiatan pengadaan tanah, proses pemberian ganti rugi menjadi 

satu hal yang sangat penting dilakukan untuk mencegah hal-hal yang dapat 

menghambat terlaksananya kegiatan pengadaan tanah tersebut. Ganti rugi 

adalah imbalan yang diterima oleh pemegang hak atas tanah sebagai pengganti 

dari nilai tanah termasuk yang ada di atasnya yang telah dilepaskan atau 

diserahkan. Pada prinsipnya pemberian ganti rugi harus seimbang dengan nilai 

tanah, termasuk segala benda yang terdapat di atasnya yang telah dilepaskan 

atau diserahkan. Pada prinsipnya terdapat aspek-aspek ganti kerugian yang 

layak yang harus dipenuhi, yaitu aspek ekonomi, aspek sosiologis, dan aspek 

filosofis.3 Namun, terkait dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis 

mengenai pembangunan jalan tol Bali Mandara yang dilakukan di atas 

permukaan laut maka dalam hal ini tidak ada pihak yang berhak mendapat ganti 

kerugian karena pada dasarnya, negara memiliki hak menguasai atas laut dan 

bukan milik perorangan atau privat. 

Mengenai hal pengadaan tanah yang telah disebutkan sebelumnya, 

dapat dikatakan sebagai salah satu langkah kebijakan pemerintah guna 

                                                        
3 Gunanegara, Hukum Administrasi Negara, Jual Beli dan Pengadaan Tanah, (Jakarta: Tatanusa, 
2016), hlm. 326. 
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mendukung keberlangsungan pembangunan. Kebijakan-kebijakan yang dibuat 

oleh pemerintah dikeluarkan dalam bentuk peraturan-peraturan yang telah 

memiliki dasar hukum yang jelas dan diarahkan untuk mencapai tujuan-tujuan 

yang telah digariskan dalam memecahkan masalah-masalah yang muncul di 

masyarakat. Pasal 2 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2006 tentang 

Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum menjelaskan, 

bahwa pembebasan tanah bagi pelaksanaan pembangunan untuk kepentingan 

umum oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah dilaksanakan dengan cara 

pelepasan atau penyerahan hak atas tanah. Pengertian pengadaan tanah menurut 

UU Pengadaan Tanah yang mencabut Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 

2006 adalah kegiatan menyediakan tanah dengan cara memberi ganti kerugian 

yang layak dan adil kepada pihak yang berhak. Hal demikian tidak cukup 

mudah diterima oleh masyarakat, sehingga tidak menutup kemungkinan bagi 

masyarakat untuk melakukan berbagai protes dan penolakan, karena mereka 

menilai bahwa Peraturan tersebut bisa menimbulkan penderitaan rakyat akibat 

aksi sepihak pemerintah dalam mencabut hak milik atas tanah mereka. 

Pengadaan Tanah merupakan perbuatan yang dilakukan oleh pemerintah untuk 

berbagai kepentingan pembangunan, khususnya bagi kepentingan umum.4  

Pemerintah selaku penyelenggara pembangunan negara selalu mencari 

solusi atas masalah-masalah yang dihadapi di masyarakat, mengingat 

perkembangan dan pergerakan masyarakat yang dinamis. Masalah-masalah di 

masyarakat sekarang ini adalah padatnya penduduk yang terdapat pada suatu 

wilayah dan semakin banyaknya kendaraan yang digunakan oleh masyarakat 

                                                        
4 Soedharyo, Soimin, Status Hak dan Pengadaan Tanah, (Jakarta: Sinar Grafika, 1993), hlm. 82. 
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karena pada masa sekarang ini harga kendaraan sangatlah terjangkau khususnya 

kendaraan roda empat. Hal ini menyebabkan kemacetan yang semakin parah 

bukan hanya di Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta, tetapi juga di kota lain seperti 

Bali. Bali merupakan salah satu provinsi di Indonesia yang menjadi destinasi 

pariwisata dunia. Hal ini juga menyebabkan semakin padatnya penduduk di Bali 

yang menjadi salah satu faktor meningkatnya penggunaan alat transportasi di 

Bali. Tingkat kemacetan di Bali yang semakin parah menyebabkan jalan 

protokol di Bali khsusnya daerah Denpasar – Nusa Dua tidak mampu 

menampung padatnya kendaraan yang ada di Bali setiap harinya maka dari itu 

Pemerintah Provinsi Bali terpaksa membuat jalan tol untuk memecah arah lalu 

lintas di Bali yang menghubungkan daerah Denpasar – Bandar Udara 

Internasional Ngurah Rai – Nusa Dua. Jalan tol adalah bagian dari jaringan jalan 

umum yang perwujudannya adalah tanggung jawab pemerintah. 

Pembangunan jalan tol di Bali seperti yang kita ketahui dibangun di atas 

laut. Pembangunan jalan tol di Bali tidak sama seperti pembangunan jalan tol 

di daerah-daerah lain di luar Bali seperti Jakarta, Surabaya, dan lain-lain. 

Pembangunan jalan tol di Bali dibangun di atas laut karena berdasarkan adat 

masyarakat Bali, sebuah bangunan tidak boleh melebihi tinggi 15 (lima belas) 

meter atau melebihi pohon kelapa. Maka dari itu, jalan tol di Bali di bangun di 

atas laut. Dalam proses pembangunan jalan tol di atas laut ini, banyak masalah-

masalah yang dihadapi pemerintah selain dari adat setempat yang memaksakan 

pembangunan jalan tol ini dilakukan di atas laut, tetapi juga dari segi dampak 

terhadap lingkungan sekitarnya. Pembangunan jalan tol Bali Mandara di atas 

laut dinilai melanggar Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) 
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karena dalam pembangunan jalan tol Bali Mandara tersebut, dilakukan 

penebangan hutan bakau dan pengurugan perairan laut menggunakan batu 

kapur.5 Dari hal ini terlihat bahwa dalam pembangunan untuk kepentingan 

umum, sering terjadi bentrokan kepentingan umum dimana kepentingan umum 

untuk menjaga hutan bakau demi kelangsungan hidup masyarakat bertolak 

belakang dengan kepentingan umum untuk mengatasi kemacetan lalu lintas di 

Bali yang sama-sama tujuannya adalah untuk kepentingan umum. 

Kewenangan Pemerintah untuk melakukan pengadaan tanah untuk 

kepentingan umum didasarkan pada asas bahwa semua hak atas tanah berfungsi 

sosial sebagaimana diatur dalam Pasal 6 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 

yang selanjutnya disebut (UUPA). Berdasarkan pasal 6 UUPA tersebut dapat 

disimpulkan bahwa di dalam hak milik seseorang itu terkandung hak dari 

masyarakat.6 Apabila pasal 6 UUPA dicermati, tampak beberapa hal yang dapat 

dipandang sebagai sifat dari fungsi sosial hak milik atas tanah yang 

dimaksudkan sebagai penegasan pokok pembatasan kebebasan individu. Sifat 

fungsi sosial antara lain:7  

1) “Penggunaan tanah harus sesuai dengan keadaan tanahnya, sifat, dan 

tujuan pemberian haknya sehingga menurut UUPA tanah yang 

ditelantarkan adalah bertentangan dengan fungsi sosial; 

                                                        
5 Nyoman Budhiana. (2012, September 5). “Walhi Bali Protes AMDAL Jalan Tol” Antara Bali. 
Diakses dari https://bali.antaranews.com/berita/27326/walhi-bali-protes-amdal-jalan-tol, diakses 
27 Februari 2018 
6 AP. Parlindungan, Bunga Rampai Hukum Agraria Serta Land Reform, (Bandung: Mandar Maju, 
1994), hlm. 87. 
7 Yusriadi, Industrialisasi & Perubahan Fungsi Sosial Hak Milik Atas tanah, (Yogyakarta: Genta 
Publishing, 2010), hlm. 32. 
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2) Penggunaan tanah harus sesuai dengan rencana yang telah 

ditetapkan oleh pemerintah; 

3) Jika kepentingan umum menghendaki didesaknya kepentingan 

individu sehingga mengalami kerugian maka kepadanya harus 

diberikan ganti kerugian; 

Pemerintah dalam melakukan pembangunan untuk kepentingan umum 

akan selalu dibantu oleh pihak-pihak lain baik dari segi pembangunan maupun 

pengelolaannya. Seperti yang sudah kita ketahui bahwa proyek pembangunan 

jalan tol di Indonesia dilakukan oleh PT Jasa Marga Tbk (Persero), di mana PT 

Jasa Marga adalah sebuah Badan Usaha Milik Negara yang selanjutnya disebut 

(BUMN)  yang bergerak di bidang pembangunan jalan tol.  

Selain dari uraian di atas, alasan penulis mengambil topik mengenai 

“Analisis Yuridis Pembangunan Jalan Tol di Atas Laut Menurut Hukum 

Pengadaan Tanah” karena penulis melihat bahwa pembangunan jalan tol Bali 

Mandara ini merupakan hal baru yang dilakukan oleh pemerintah dan 

merupakan jalan bebas hambatan pertama di Indonesia yang dibangun di atas 

permukaan laut dan penulis ingin meneliti apakah pembangunan ini sudah 

sesuai dengan peraturan perundang-undangan pengadaan tanah. 

Dalam hal ini, penulis memilih Provinsi Bali khususnya kotamadya 

Badung sebagai lokasi penelitian, karena penulis ingin mengetahui dan meneliti 

lebih dalam mengenai sistematika beserta aspek hukum untuk pembangunan 

dan pengadaan tanah jalan tol Bali Mandara yang dibangun di Provinsi Bali. 

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka penulis tertarik 

untuk menulis skripsi dengan judul “Analisis Yuridis Pembangunan Jalan 
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Tol di Atas  Permukaan Laut (Tol Bali Mandara) Menurut Undang-

Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi 

Pembangunan untuk Kepentingan Umum”. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah yang akan 

diteliti dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1) Bagaimana pengaturan pembangunan jalan tol Bali Mandara yang 

dilakukan oleh PT Jasa Marga di atas permukaan laut berdasarkan 

peraturan perundang-undangan pengadaan tanah? 

2) Bagaimana pemberian ganti kerugian pembangunan jalan Tol Bali 

Mandara yang dibangun di atas permukaan laut? 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan dari penelitian ini 

adalah sebagai berikut: 

1) Untuk mengetahui apakah pengadaan tanah untuk pembangunan 

jalan tol Bali Mandara yang dilakukan oleh PT Jasa Marga sudah 

sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan 

sudah memenuhi klasifikasi untuk kepentingan umum. 

2) Untuk mengetahui mengenai proses pemberian ganti kerugian yang 

dilakukan oleh PT Jasa Marga terhadap pihak yang terkena dampak 

dari proses pengadaan tanah jalan tol Bali Mandara 
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1.4 Kegunaan Penelitian 

 Kegunaan penelitian ini adalah untuk memenuhi syarat kelulusan mata 

kuliah Metode Penelitian hukum. Kegunaan lain dari penulisan penelitian 

hukum ini adalah penulis dapat memahami mengenai aspek hukum pengadaan 

tanah di Indonesia untuk kepentingan umum dan prosedur-prosedurnya. 

Adapun manfaat dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1) Manfaat Praktis: 

a. Untuk pembaca baik dari kalangan mahasiswa maupun 

masyarakat, tulisan ini dapat dijadikan sebagai sebuah 

informasi tambahan untuk mengetahui bagaimana 

pengaturan pembangunan jalan tol Bali Mandara yang 

dilakukan oleh PT Jasa Marga di atas permukaan laut 

berdasarkan peraturan perundang-undangan pengadaan 

tanah? 

b. Untuk pihak-pihak yang berwenang (Pemerintah), tulisan ini 

dapat dijadikan sebagai acuan aspek hukum untuk 

melakukan pengadaan tanah di Indonesia. 

2) Manfaat Teoritis: 

a. Untuk memberikan kontribusi ilmu di bidang pertanahan dari 

segi pembangunan jalan tol yang dilakukan di atas 

permukaan laut. 

b. Sebagai pengingat disiplin hukum, khususnya hukum 

pertanahan yang menjadi dasar dari penulisan penelitian 

hukum ini. 
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1.5 Sistematika Penulisan 

Guna memberikan gambaran secara keseluruhan mengenai penelitian 

yang akan dilakukan oleh penulis, perlu dibuat sistematika penulisan dalam 

penulisan penelitian ini. Secara keseluruhan, penulisan hukum ini terbagi atas 

lima bab yaitu: 

BAB I   : PENDAHULUAN 

BAB ini mengemukakan mengenai latar belakang masalah, 

rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan 

sistematika penulisan. 

BAB II   : TINJAUAN PUSTAKA 

BAB ini berisi tentang teori yang akan digunakan sebagai 

landasan penelitian, berisi teori, maupun pendapat ahli. 

BAB III  : METODE PENELITIAN 

BAB ini berisi tentang metode-metode yang digunakan 

penulis guna memperoleh data dalam melakukan penelitian 

hukum ini. 

BAB IV  : HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS 

BAB ini berisi tentang hasil penelitian dan analisis yang 

penulis lakukan mengenai pengaturan pembangunan jalan 

tol di atas permukaan laut dan proses pemberian ganti rugi 

terhadap pengadaan tanah jalan tol Bali Mandara 

BAB V  : PENUTUP 

BAB ini berisi tentang kesimpulan dan saran terhadap 

penelitian yang penulis lakukan. 


